PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 14 TAHUN 2008
 TENTANG
PERTANGGUNGIJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
- PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
© TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

" BUPATI BINTAN,

- Menimbang :oa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah “dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemefiksa Keuangan paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggung]awaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada
huruf. perlu  ditetapkan dengan Peraturan Daerah  tentang

Pertanggung]awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran
2007. i

Mengingat L Undang'—Undang‘ Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 3569);

3. UndangéUndang'Nomor 18 Tahun_.l 997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana -
telah ‘diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik- Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesxa Nomor 4048)



10.

11,

12.

Undaﬁg~Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagalmana telah ‘diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130), :

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851) B ‘ ,

Undang~Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propmsx
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2002 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Indone31a Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indone51a Nomor 4286),

Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undahg¥Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang—Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
4400); - ; ;

Undangiﬁndang _Nomor 25 Tahun 2004 {gatang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 1 04” Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dagrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

13.

14,

Undang~Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesm Nomor 4438) : v

Peraturan Pemenntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lemabaran Negara Republik
IndoneSIa Nomor 4028), :




15. Peraturan Pemermtah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas’ Penyelenggaraan ‘Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesm Nomor 4090); ,

16. Peraturan Pemermtah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesm Nomor 4] 38); ‘

17. Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrlbum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan ‘
Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 4540); ‘

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan’ Laya;nan Umum (Lembaran- Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

20. Peraﬁiran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

23, Peraturan Pemermtah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasx
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ‘

24. Peraturan Pemermtah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indone51a Nomor 457 7);

25. Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun- 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 45 78)

26. Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pcdoman Penyusunan
dan ‘Penerapan Standar Pelayanan ‘Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonésia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesm Nomor 4585); :

27. Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 -Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

A1 AN



- Menetapkan

28. Peratman Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang ‘Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah diubah dengan Peraturan
Menteri ‘Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,; ‘

29. Peraturan Menten‘ Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala = Daerah tentang Penjabaran  Pertanggungjawaban
Pelaksan'aan Angga‘ran Pendapatan dan Belanja Daerah.

30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

3L Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007. |

Dengan petsetujuan g

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
~ KABUPATEN BINTAN
B © DaN
BUPATI BINTAN -
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG  PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN.PAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

() Pertanggung]awaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
Laporan realisasi anggaran;

Neraca;

Laporan arus kas dan :

Catatan atas laporan keuangan. *

poop

(2) Lapbr’aix keuangaﬁ sebagéimana diﬁiaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan - kinerja dan  ikhtisar < laporan keuangan usaha milik
daerah/perusahaan daerah. :

Paéai 2

Laporan reahsam anggaran sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun
anggaran 2007 sebagax berikut :

a.  Pendapatan....... i Rp. 456, 936.183.381,00
b, Belanjfnrnn RP. - 444.629.293.934,00 S
Surplus/deﬁs1t T I S Rp. 12.306.889.447,00




c. Pemb1ayaan | |
Penerimaan..........o.oveeens Rp. 171.011.692.639,00

Pengeluaran.......:c.oo.eree, Rp. 5 092 623.220,00
Surplus/deﬁs1t festressssns Cieenes weaend e Rp. 165.919. 069. 419,00
. Paséi 3

Uraian laporan realxsa31 anggaran sebagmmana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
bemkut '

1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.32.739.207.177.-
dengan rincian sebagai berikut: -
a.  Anggaran pendapatan setelah perubahan  Rp.424.196. 976 204 -
b. Realisasi - Rp.456.936.183.381-
S  Selisih 1eb1h/(kurang) Rp. 32.739.207.177,-

2 Se11s1h anggaran dengan reahsasx belanja sejumlah Rp. 102.436.670. 198,- .
dengan rincian sebagai berikut : ‘ '
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.547.065.964.132,~
b. Reahsas1 i Rp.444.629.293.934,-
| ' Selisih leblh/(kurang) Rp.102.436,670.198,-

(3) Selisih - anggaran  dengan ~ realisasi  surplus/defisit  sejumlah
Rp. (135.175.877.375, -) dengan rincian sebagai berikut : '
a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp.(122.868.987.928,-)
b. Reahsas1 - Rp. 12.306.889.447,-
e Sehs_lh 1eb1h/(1€urang) Rp.(135;’175.877.375,-)

(4) Selisik. anggarén dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,-
dengan rincian 'sebagal berikut:

a.  Anggaran penerimaan pemblayaan % » *
setelah perubahan : “Rp.171.011.692.639,-
b. ‘Realisasi ‘ Rp.171.011.692.639,-
sl - Selisih lebih/(kurang) Rp. ) 0 -

&) Se11s1h anggaran dengan reahsas1 pengeluaran pemblayaan seJumlah
Rp 22.412.500,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan S
setelahperubahan . B - Rp.5.115.035.720,-
:b Reahsas1 e o L Rp.5.092.623.220,-
L ' Sehsﬂn leblh/(kurang) Rp. 22.412.500,-

6) Sel131h anggaran dengan reahsam pembiayaan neto = sejumlah
Rp (22 412.500;,-) dengan rincian sebagai berikut : :
a. Anggaran pemblayaan neto
“setelah perubahan : Rp.165.896.656.919,-
b. Realisasi o Rp.165.919.069.419,-
Selisih lebib/(kurang) ~ Rp.(  22.412.500,-)

Pasal 4

Neraca sebagaumana dlmaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2007
sebagai betikut: : .

a. Jumlah Aset ’ o Rp. 1.132.307.178.219,56,-

b. Jumlah Kewajiban _ o Rp.  7.141.628.659,-



3) Pasal 5

Laporan arus kas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang -
berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2007 sebagai berikut :
a. Saldo awal kas per 1 Januari tahun 2007 Rp.171.184.865.027,-

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp.119.007.547.564,-
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non PR
keuangan - Rp.(106.700.658.117.-)
d. Arus kas dari akt1v1tas pemblayaan Rp.( 5.092.623.220,-)
e. Aruskas dari aktivitas non anggaran Rp. 6.574.565.799,-

f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2007 Rp.184.800.524.665.-

Pasal 6
Catatéﬁ atas lépbran keuangan sebagaxmana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun
anggaran 2007 memuat informasi balk secara kuantitatif maupun kualltatxf atas
pos-pos laporan keuangan

- Pasal 7

Pertdnggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dati :

a. Lampiran]l - : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 ;- Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut - urusan

SR " pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realigasi anggaran menurut - urusan

S . pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
: _ pembiayaan;

Lampiran 1.3 -: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
. .~ urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

kegiatan; ,
Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah
Sepl : dan fungsi daiam kerangka pengelolaan keuangan negara;
~ Lampiran1.5° ¢ Daftar jumlah pegawai per golongan per Jabatan
Lampiran 1.6 :  Daftar piutang daerah;
Lampiran 1.7 :  Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
¢ ~ daerah;
Lampiran1.9 : Daftar realiasasi penambahan dan pengurangan aset
s - lainnya;
Lampiran1.10 :  Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai
: - akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
S ;7 berikutnya; -
Lampiran I.11.:  Daftar dana cadangan daerah; dan :
Lampiran 1.12 :  Daftar pmJaman daerah dan obligasi daerah

¥

b. Laﬁlpiran mn o Neraca
c. LampiranIll : Laporan arus kas
d. LampiranIV : Catatan atas laporan keuangan




Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ) terdln
dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampifém V peraturan daerah ini.
b. Ikbtisar laporan keuangan -badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
tercantum dalam Lampxran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9
Bupati Bintan  menetapkan peratman Bupati tentang  penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebaga1 rincian lebih lanjut dari
pertangglmgjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mu1a1 berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar set1ap orang mengetahumya memermtahkan pengundangan Peraturan
Daerah i 1m dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal {ZSeptember 2008

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE., MM

undangkan di Kijang
ada tanggal 17 September 2008

Pit.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN .

"EMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 14



